


	SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
No: SPK-xxx/GIS/.../20.....

	FRM-GIS-03.03 REV.00
	28.11.2025





SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
Nomor:...../GIS-SPK/…../202X
Antara
…………………………..
Dengan
PT GAJAH INDO SERTIFIKASI
Tentang:
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Pada hari ini ………. Tanggal ……….. Bulan ……… Tahun ……………. bertempat di Kantor PT. Gajah Indo Sertifikasi yang beralamat di Perum Kavling Pemda, Jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 11, RT 005/RW 005, Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kode Pos: 41118, telah diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Sertifikasi ISPO, antara Lain :
.
	1. ...................................
	:
	Ketua/Direktur yang beralamat di ......................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

	2. PT Gajah Indo Sertifikasi
	:
	Suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Purwakarta dan beralamat di Perum Kavling Pemda, Jl. Gunung Tangkuban perahu No 11 Rt 005/Rw 005, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Rizki Alfia Rahman, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Sertifikasi ISPO ....................................... berlokasi di ........................................................ dengan syarat-syarat serta ketentuan yang tertulis dalam 12 (dua belas) pasal sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN
1. PIHAK PERTAMA bersedia seluruh lokasi kebun untuk diverifikasi PIHAK KEDUA menggunakan Prinsip dan Kriteria ISPO sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

2. PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan pekerjaan Sertifikasi ISPO tersebut di atas sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang  Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

3. Lingkup pekerjaan audit adalah perusahan perkebunan/koperasi/pekebun /gabungan kelompok*) pekebun berdasarkan IUP/IUP-B/STD-B*) dengan izin usaha nomor….. tanggal… lokasi… 

4. Standar Sertifikasi ISPO yang digunakan adalah Lampiran I/II*) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang  Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

5. Pedoman pelaksanaan Sertifikasi ISPO yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang  Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Jangka waktu perjanjian paling sedikit selama 1 (satu) siklus sertifikasi, terhitung sejak mulai ditandatanganinya kontrak ini hari .......... tanggal .................... sampai dengan masa berlakunya Sertifikat ISPO.
Pasal 3
PEMBAYARAN
Pembiayaan pekerjaan Sertifikasi ISPO .................... yang dimulai dari audit tahap 1, audit tahap 2 hingga penerbitan Sertifikat ISPO akan ditanggung pihak ....................................... Sistem pembayaran Pekerjaan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
(1) Tahap I: Sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai kontrak yaitu Rp. ................,- (...................................................... rupiah) atau sebesar Rp. .....................,- (............................................... rupiah) dibayar setelah Penandatanganan kontrak.

(2) Tahap II: Sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai kontrak yaitu Rp. ................,- (...................................................... rupiah) atau sebesar Rp. .....................,- (............................................... rupiah) dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Kedua menyerahkan Laporan akhir kepada Pihak Pertama dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Sertifikat ISPO akan diserahkan kepada pihak pertama apabila pembayaran Tahap II sudah diselesaikan.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
(1) Pihak Kedua wajib melakukan evaluasi, penilikan, dan memeriksa dokumentasi rekaman dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil, dan subkontraktor klien yang releven, penyelidikan pengaduan dan memberikan izin partisipasi pengamat jika diperlukan.
(2) Pihak Kedua harus menggunakan semua keahlian, ketelitian dan ketekunan yang selayaknya dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak ini dan harus melaksanakan semua tanggungjawabnya sesuai dengan standar profesional yang telah diakui.
(3) Pihak Kedua harus bertindak setiap saat untuk melindungi kepentingan Pihak Pertama dan mengambil langkah-langkah yang wajar guna tercapainya tujuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam peraturan yang berlaku.
(4) Pihak Kedua berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh dokumen yang terkait dalam kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan dengan tidak memberikan data, informasi maupun dokumen tanpa ijin Pihak Pertama.
(5) Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak ini.
(6) Pihak Kedua wajib mengkomunikasikan hasil temuan ketidaksesuaian kepada Pihak Pertama untuk mendapat klarifikasi maupun tindak perbaikan.
(7) Pihak Kedua wajib menyerahkan seluruh hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hasil pekerjaan berupa Laporan Akhir dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang  Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Dilengkapi dengan Berita Acara penyerahan laporan.
(8) Pihak Kedua wajib menanggapi, menindak lanjuti, dan menyelesaikan keluhan/gugatan terkait proses dan hasil Sertifikasi ISPO. Dalam hal berdasarkan hasil audit terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan. Kepada Pihak Pertama diberikan kesempatan menyampaikan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil keputusan audit. Pihak Kedua wajib menyelesaikan setiap keluhan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya keluhan.
(9) Pihak Kedua wajib memberikan Sertifikat ISPO dengan predikat MEMENUHI apabila hasil audit sesuai dengan Prinsip dan Kriteria ISPO sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang  Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
(10) Jika berdasarkan hukum, Pihak Kedua diminta untuk memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga, Pihak Kedua wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama mengenai informasi yang diberikan, kecuali yang diatur oleh hukum.
(11)  Pihak Kedua berhak dan bertanggung jawab untuk mempertahankan kewenangannya atas   keputusannya yang berkaitan dengan sertifikasi mencakup pemberian, pemeliharaan, pembaharuan, perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan sertifikasi serta penggunaan logo.
(12) Dalam rangka pemeliharaan sertifikasi, Pihak Kedua berhak melakukan audit Penilikan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang  Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berlaku sejak diterbitkan sertifikat maupun re-sertifikasi dan audit khusus bila diperlukan.
Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
(1) Pihak Pertama wajib memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan dengan lembaga sertifikasi Pihak Kedua.
(2) Pihak Pertama wajib membuat pernyataan terkait sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi.
(3) Pihak Pertama pada saat pembekuan, pencabutan, atau penghentian sertifikasi wajib menghentikan seluruh iklan yang berisi referensi apapun dan mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan oleh skema sertifikasi.
(4) Jika Pihak Pertama memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus dengan salinan lampiran lengkap.
(5) Dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, Pihak Pertama wajib memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi.
(6) Pihak Pertama wajib memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk.
(7) Pihak Pertama wajib menyimpan seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan persyaratan sertifikasi dan menyediakan rekaman bagi lembaga sertifikasi bila diminta.
(8) Pihak Pertama wajib memberikan data, informasi dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam rangka melaksanakan pekerjaan.
(9) Pihak Pertama wajib mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan dalam produk yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi.
(10) Pihak Pertama wajib mendokumentasikan tindakan yang diambil dalam rangka perbaikan.
(11) Pihak Pertama wajib memberikan informasi terhadap Lembaga Sertifikasi (Pihak Kedua) terhadap penundaan, atas perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi.
(12) Pihak Pertama wajib memfasilitasi Pihak Kedua dalam kaitannya dengan perizinan, pertemuan dan akses untuk memperoleh data dan informasi di lapangan dengan pihak-pihak terkait.
(13) Biaya jasa sertifikasi sesuai nilai kontrak yang menjadi beban Pihak Pertama.
(14) Bila Sertifikat ISPO telah diterbitkan/diberikan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib menginformasikan kepada Pihak Kedua, tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi yang digunakan (misalnya : perubahan manajemen, perizinan, pengembangan areal kebun, dll.) agar sertifikasi tetap terpelihara.
(15) Pihak Pertama wajib memberitahukan setiap penggunaan tanda/logo/referensi sertifikat lainnya kepada Pihak Kedua.
(16) Bila sertifikat ISPO telah diterbitkan/diberikan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib mengajukan permohonan pembaharuan sertifikat (re-sertifikasi) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya Sertifikat ISPO sebelumnya.
(17) Pihak Pertama berhak mengajukan keluhan terhadap pelayanan jasa sertifikasi dan hasil keputusan sertifikasi dengan disertai bukti dan fakta yang mendukung.
(18) Pihak Pertama berhak memperoleh Sertifikat ISPO dengan predikat MEMENUHI apabila hasil penilaian sesuai Prinsip dan Kriteria ISPO yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang  Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun.
(19) Pihak Pertama berhak mengajukan secara tertulis kepada Pihak Kedua terhadap pembekuan, pencabutan dan pembaharuan Sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dan dimiliki dengan alasan apapun.
(20) Bila Pihak Pertama dinyatakan TIDAK MEMENUHI dalam sertifikasi awal, Pihak Pertama berhak mengajukan kembali permohonan untuk dilakukan sertifikasi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.
(21) Pihak Pertama berhak melakukan transfer sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi ISPO lain setelah masa 1 (satu) siklus sertifikasi dan berdasarkan ketentuan mengenai persaingan tidak sehat.
(22)  Pihak Pertama bersedia menjadi objek witness KAN.
(23) Perusahaan Perkebunan atau Pekebun wajib mengajukan Sertifikasi ISPO ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir. Apabila Perusahaan Perkebunan atau Pekebun mengajukan Sertifikasi ISPO ulang kurang dari 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Sertifikat ISPO berakhir, maka perusahaan perkebunan atau pekebun harus mengajukan sertifikasi ISPO awal.
Pasal 6
Rencana Sertifikasi
Rencana Sertifikasi ISPO meliputi:
a. Audit Tahap 1 (satu);
b. Audit Tahap 2 (dua);
c. Penilikan 2
d. Penilikan 3
e. Penilikan 4
f. Penilikan 5
g. Pengambilan keputusan sertifikasi; dan
h. Sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi.
Pasal 7
Pengunaan Logo ISPO
(1) Logo ISPO merupakan identitas usaha yang tersertifikasi ISPO.
(2) LS ISPO dalam menerbitkan sertifikat ISPO harus mencantumkan logo ISPO.
(3) Pelaku usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah mendapatkan sertifikat ISPO berhak untuk mencantumkan logo ISPO.
(4) Bentuk, warna, dan ukuran logo ISPO sesuai dengan pedoman logo ISPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permentan 33 Tahun 2025.
(5) LS ISPO memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Logo ISPO kepada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, melalui perjanjian. Perjanjian mencakup kewajiban dan hak LS ISPO dan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
Pasal 8
Penilikan
(1) Pihak Pertama yang telah memperoleh sertifikat ISPO wajib dilakukan penilikan oleh Pihak Kedua dalam periode siklus sertifikasi.
(2) Penilikan untuk Perusahaan Perkebunan dilakukan oleh LS ISPO penerbit sertifikat ISPO setiap tahun dalam periode siklus Sertifikasi ISPO. 
(3) Penilikan untuk Pekebun dilakukan oleh LS ISPO penerbit sertifikat ISPO 2 (dua) kali dalam periode siklus Sertifikasi ISPO. Penilikan pertama dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan setelah penerbitan sertifikat ISPO. Penilikan kedua dilakukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan setelah penerbitan sertifikat ISPO.
(4) Dalam hal terjadi kendala pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak Pertama diberikan perpanjangan waktu penilikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.
(5) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pihak Kedua melaporkan kepada Menteri Pertanian dan KAN
(6) Apabila dalam penilikan terdapat ketidaksesuaian, Pihak Pertama diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan penilikan.
(7) Keputusan hasil penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pemeliharaan, pembekuan, pembatalan, atau pencabutan sertifikat ISPO.

Pasal 9
Pertanggunggugatan

Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Lembaga Sertifikasi ISPO PT Gajah Indo Sertifikasi (selanjutnya disebut “LS ISPO PT GIS”)
Para pihak memahami dan menyetujui bahwa status akreditasi LS ISPO PT GIS belum diterbitkan secara resmi oleh KAN pada saat perjanjian ini dibuat.
Dalam hal permohonan akreditasi LS ISPO PT GIS tidak disetujui oleh KAN, maka:
a. LS ISPO PT GIS akan memberitahukan secara tertulis kepada Klien dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan resmi dari KAN;
b. LS ISPO PT GIS tidak dapat melanjutkan proses sertifikasi atau menerbitkan sertifikat di bawah skema akreditasi ISPO; dan
c. LS ISPO PT GIS tidak bertanggung jawab atas segala klaim, tuntutan, kerugian, atau konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat tidak diperolehnya status akreditasi, sepanjang LS ISPO PT GIS telah memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas.
Pasal 10
Pembekuan dan Penghentian Sertifikat
(1) Sertifkat ISPO Pihak Pertama dapat dibekukan apabila :
a. Pemegang Sertifkat ISPO tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur penilikan LS ISPO.
b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit penilikan, namun Pelaku Usaha Pemegang Sertifikat ISPO tidak mampu melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan penilikan. 
c. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus atas keluhan atau banding.
(2) Apabila Pelaku Usaha mendapat keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud pada butir 1, diberikan waktu untuk melakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum diberikan keputusan pencabutan atau pembatalan sertifikat ISPO.
(3) Sertifkat ISPO dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifkat ISPO tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 6 (enam) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
b. Pemegang Sertifkat ISPO kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.
(4) LS ISPO mengumumkan status pembekuan atau pencabutan  sertifikat ISPO di website   LS ISPO (https://gajahindosertifikasi.com).
					Pasal 11
Pengaktifan Kembali Sertifkat ISPO
(1) Apabila dalam masa pembekuan sertifikat ISPO (dalam waktu paling lama 6 bulan), Perusahaan Perkebunan atau Pekebun melakukan perbaikan ketidaksesuaian, sertifikat ISPO dinyatakan aktif kembali.
(2) LS ISPO menerbitkan keputusan pengaktifan kembali sertifikat ISPO yang dibekukan.
(3) LS ISPO mengumumkan status pengaktifan kembali sertifikat ISPO yang dibekukan di website LS ISPO (https://gajahindosertifikasi.com). 

Pasal 12
Pelaporan
Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama berupa :
(4) Laporan Akhir, yang disampaikan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Hasil Keputusan Sertifikasi ISPO disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak 3 (tiga) buku dan bentuk softcopy file.
(5) Sertifikat ISPO, yang diberikan oleh Pihak Kedua apabila hasil keputusan Sertifikasi ISPO dinyatakan LULUS/MEMENUHI sesuai pedoman penilaian yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang  Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
Pasal 13
Sanksi
(1) Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 kontrak ini sebagai akibat dari kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu per seribu) dari sisa nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai sebesar-besarnya 5% (lima per seratus) dari sisa nilai kontrak.
(2) Ketentuan sebagaimana tercantum diatas tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut disebabkan oleh kelalaian Pihak Terkait lainnya.
(3) Apabila Pihak Kedua terbukti tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka Pihak Pertama akan segera melaporkan kepada Kementerian Pertanian.

Pasal 14
Keadaan Darurat (Force Majeure)
(1) Jika terjadi keadaan memaksa/force majeure, Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan memaksa / force majeure tersebut.
(2) Penentuan keadaan memaksa / force majeure dilakukan secara musyawarah antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
Pasal 15
Perselisihan dan Keberatan
(1) Bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah di antara kedua belah pihak. Perselisihan dalam hal hasil audit Sertifikasi ISPO, Pihak Pertama dapat mengajukan keberatan/keluhan kepada Pihak Kedua dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Keputusan Hasil Audit Sertifikasi ISPO. Pihak Kedua akan menyelesaikan keberatan/keluhan dimaksud dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak diterimanya keluhan.
(2) Apabila Pihak Pertama masih belum dapat menerima hasil keputusan penyelesaian keberatan/keluhan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka Pihak Pertama dapat mengajukan banding kepada Komite ISPO. Keputusan Komite ISPO bersifat final dan  mengikat.
(3) Apabila dengan jalan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini masih belum dicapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri yang disepakati. 
Pasal 16
Wanprestasi dan Jaminan Pelaksanaan
(1) Apabila Pihak Kedua melakukan wanprestasi, maka Pihak Pertama dapat memutuskan kontrak ini secara sepihak setelah diadakan teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas kelalaian yang dilakukan Pihak Kedua.
(2) Teguran/peringatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah terlihat tanda-tanda bahwa Pihak Kedua dalam keadaan :
a. Secara langsung atau tidak langsung sengaja memperlambat penyelesaian Pekerjaan.
b. Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak, atau secara terus menerus mengabaikan untuk melaksanakan kewajiban menurut dokumen kontrak.
c. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
d. Menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan ini kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa pemberitahuan kepada Pihak Pertama.
(3) Jika terjadi pemutusan Kontrak, maka Pihak Pertama dapat menunjukan Lembaga Sertifikasi ISPO lain berdasarkan pilihan untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut dan Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Pertama segala arsip, perhitungan, data, informasi, dan keterangan lain yang berhubungan dengan penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.
(4) Apabila terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dibebankan kepada Pihak Kedua.
(5) Sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan ini Pihak Kedua dapat memberikan jaminan pelaksanaan berupa asuransi yang diserahkan kepada yang berkaitan.
Pasal 17
PERUBAHAN ATAS ISI SURAT PERJANJIAN
Apabila dipandang perlu diadakan perubahan atas isi surat perjanjian ini, baik perubahan perihal penambahan atau pengurangan isi surat perjanjian, harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasal 18
PENUTUP
(1) Surat Perjanjian Kerja/Kontrak ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(2) Dokumen Kontrak ini sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) rangkap asli bermaterai (1 rangkap untuk Pihak Kedua, 1 rangkap untuk Pihak Pertama).
(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Addendum Kontrak.

		Dibuat di		: ……………………………..
		Hari, Tanggal 	:.................. , ...............................

	Pihak Pertama
               .....................................Wana Rimba Kencana
Totok Sudarmadi



................................
..............
	


	Pihak Kedua
LS ISPO PT. Gajah Indo Sertifikasi





…………………………………………………..
Direktur
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